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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan Compressed 

Work Schedule (CWS) serta memahami persepsi, sikap, dan niat pegawai terhadap 

kebijakan tersebut selama masa uji coba di Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif-eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 

pegawai di lingkungan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian (POK) 

serta telaah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan CWS Tahun 2024. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan CWS didukung oleh sistem digital 

SIMANIS yang memfasilitasi proses pengajuan, verifikasi, dan pemantauan 

program, namun masih menghadapi kendala administratif dan perbedaan 

mekanisme antarunit kerja. Dari sisi persepsi, sebagian besar pegawai memandang 

CWS secara positif karena dinilai mampu meningkatkan keseimbangan kerja dan 

kehidupan pribadi tanpa menurunkan produktivitas kerja. Sikap pegawai terhadap 

kebijakan ini cenderung mendukung, terutama pada pegawai yang memperoleh 

dukungan atasan dan lingkungan kerja. Meskipun demikian, tingkat partisipasi 

pegawai dalam program CWS masih relatif rendah akibat keterbatasan sosialisasi, 

kompleksitas prosedur, serta karakteristik pekerjaan pada unit tertentu yang 

menuntut kehadiran fisik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan CWS dipengaruhi oleh dukungan kepemimpinan, kesiapan 

sistem kerja digital, dan fleksibilitas kebijakan sesuai karakteristik unit kerja. 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan 

strategis bagi pengembangan kebijakan kerja fleksibel yang berkelanjutan di sektor 

publik Indonesia. 

Kata kunci: Persepsi Pegawai; Compressed Work Schedule; Kementerian BUMN  
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ABSTRACT 

 

This study aims to explore the implementation of the Compressed Work Schedule 

(CWS) policy and to understand employees’ perceptions, attitudes, and intentions 

toward the policy during the pilot phase at the Ministry of State-Owned Enterprises 

(SOEs) of Indonesia. This research employs a qualitative approach with a 

descriptive-exploratory method. Data were collected through in-depth interviews 

with employees at the Bureau of Planning, Organization, and Human Resources 

(POK), as well as document analysis of the 2024 CWS Implementation Evaluation 

Report. The findings indicate that the implementation of the CWS policy is 

supported by the SIMANIS digital system, which facilitates the submission, 

verification, and monitoring processes; however, administrative constraints and 

differences in procedures across work units remain challenges. From a perceptual 

perspective, most employees view the CWS policy positively, as it is considered 

capable of improving work–life balance without reducing work productivity. 

Employees’ attitudes toward the policy tend to be supportive, particularly among 

those who receive support from supervisors and the work environment. 

Nevertheless, employee participation in the CWS program remains relatively low 

due to limited socialization, procedural complexity, and the characteristics of 

certain job functions that require physical presence. This study concludes that the 

success of CWS implementation is influenced by leadership support, the readiness 

of digital work systems, and policy flexibility in accordance with the characteristics 

of each work unit. The findings are expected to provide evaluative insights and 

strategic input for the development of sustainable flexible working policies in the 

public sector in Indonesia. 

Keywords: Employee Perception; Compressed Work Schedule; Ministry of State-

Owned Enterprises 
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BAB I  

PERMASALAHAN PENELITIAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Perubahan dunia kerja pada era modern ditandai dengan meningkatnya 

tuntutan terhadap fleksibilitas, efisiensi, serta keseimbangan antara kehidupan 

pribadi dan pekerjaan. Dinamika tersebut merupakan konsekuensi dari 

perkembangan teknologi, digitalisasi, dan perubahan nilai dalam dunia kerja 

yang menekankan pentingnya work-life balance (International Labour 

Organization, 2021). Hal ini mendorong organisasi di berbagai sektor untuk 

meninjau ulang pola kerja tradisional yang cenderung kaku dan mulai 

mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif. Tidak hanya terbatas pada sektor 

swasta, transformasi ini juga dirasakan oleh sektor publik yang dituntut untuk 

lebih adaptif dalam merespons perkembangan zaman, meningkatkan 

produktivitas, dan tetap memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. 

Sejalan dengan berkembangnya kebutuhan akan work-life balance 

tersebut, berbagai organisasi mulai menerapkan Flexible Working 

Arrangement (FWA) sebagai strategi manajemen yang memungkinkan 

pengaturan waktu dan lokasi kerja secara lebih fleksibel untuk mencapai 

keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Fadhila & 

Wicaksana (2020) menunjukkan bahwa penerapan FWA di instansi pemerintah 

mampu meningkatkan efektivitas kerja apabila didukung oleh infrastruktur 

teknologi informasi, kepemimpinan adaptif, dan sistem evaluasi kinerja 

berbasis hasil. Temuan ini dipertegas oleh Pratiwi & Wartini (2025) yang 

menegaskan bahwa pengaturan kerja fleksibel tidak hanya berpotensi 

mendorong produktivitas pegawai, tetapi juga memperkuat keseimbangan 

kehidupan kerja (work-life balance), terutama apabila diintegrasikan dengan 

sistem manajemen berbasis hasil dan mekanisme evaluasi yang terukur. 

Meskipun penelitian tersebut berfokus pada konsep FWA secara umum, 

penelitian ini lebih menyoroti salah satu bentuk pengaturan waktu kerja 

fleksibel, yakni Compressed Work Schedule (CWS) yang dalam konteks 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diimplementasikan dalam 
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kerangka program Employee Wellbeing sebagai bentuk peningkatan 

kesejahteraan pegawai melalui inovasi pola kerja. 

Dorongan menuju fleksibilitas kerja di sektor publik Indonesia juga 

tercermin dalam kebijakan formal pemerintah. Landasan normatif tertinggi 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara, yang pada Pasal 41 menegaskan bahwa sistem kerja ASN harus 

memungkinkan pelaksanaan tugas secara fleksibel dengan berorientasi pada 

hasil (results-oriented working system), bukan semata pada kehadiran fisik. 

Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden 

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN, yang menetapkan 

bahwa meskipun terdapat ruang fleksibilitas dalam pengaturan waktu kerja, 

ASN tetap wajib memenuhi total 37 jam 30 menit dalam seminggu tidak 

termasuk waktu istirahat. Selanjutnya, aspek implementatif dari fleksibilitas 

kerja ASN diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 67 Tahun 2020 

tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Tatanan Normal Baru, yang 

memperbolehkan penerapan Flexible Working Arrangement (FWA), termasuk 

work from home, kerja hibrida, dan bentuk pengaturan waktu kerja fleksibel 

lainnya, selama prinsip akuntabilitas dan produktivitas tetap terjaga. Dalam 

konteks tersebut, beberapa instansi seperti Kementerian BUMN menafsirkan 

fleksibilitas kerja tidak hanya melalui FWA formal, tetapi juga melalui 

pendekatan Employee Wellbeing, yang berfokus pada kesejahteraan pegawai 

serta inovasi pola kerja, termasuk melalui uji coba sistem kerja empat hari atau 

Compressed Work Schedule. 

Secara global, sistem kerja empat hari telah menjadi tren baru dalam 

inovasi manajemen sumber daya manusia, baik di sektor publik maupun 

swasta. Sejumlah negara seperti Jepang, Inggris, dan Islandia telah melakukan 

uji coba terhadap kebijakan ini untuk menilai dampaknya terhadap 

produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Misalnya, uji coba yang dilakukan 

oleh Microsoft Japan pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan produktivitas 

sebesar 40%, sedangkan program “4 Day Week” di Inggris pada tahun 2022 

yang melibatkan 61 perusahaan menemukan bahwa 92% di antaranya memilih 
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melanjutkan kebijakan tersebut setelah masa percobaan karena hasil positif 

terhadap keseimbangan kehidupan dan kinerja pegawai. Sementara itu, studi di 

Islandia (2015–2019) juga menunjukkan bahwa pengurangan jam kerja 

menjadi sekitar 35–36 jam per minggu tidak menurunkan kinerja organisasi, 

melainkan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja (International 

Labour Organization, 2023). Fenomena ini menandai pergeseran global 

menuju pola kerja yang lebih manusiawi, adaptif, dan berorientasi hasil. 

Dengan demikian, kajian terhadap Compressed Work Schedule (CWS) di 

lingkungan birokrasi Indonesia menjadi relevan untuk melihat sejauh mana 

konsep tersebut dapat diadaptasi dalam konteks budaya kerja dan sistem 

manajemen ASN yang sedang bertransformasi menuju fleksibilitas dan 

kesejahteraan pegawai. 

Compressed Work Schedule atau sistem kerja terpadatkan merupakan 

pengaturan waktu kerja di mana pegawai menyelesaikan total jam kerja 

mingguan dalam waktu yang lebih singkat dengan jam kerja harian yang lebih 

panjang (International Labour Organization, 2023). Dalam konteks sektor 

publik Indonesia, kebijakan ini mulai diujicobakan di lingkungan Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 27 Mei hingga 26 Juli 2024, di 

bawah koordinasi Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian (POK). 

Tahapan pelaksanaan dimulai dengan sosialisasi pada akhir Mei 2024, 

dilanjutkan dengan implementasi penuh selama dua bulan, dan diakhiri dengan 

evaluasi awal pada akhir Juli 2024. Sebanyak 21 pegawai dari berbagai unit 

kerja berpartisipasi secara sukarela dengan pola empat hari kerja per minggu 

selama sepuluh jam per hari, dan seluruh kegiatan pemantauan dilakukan 

melalui sistem digital SIMANIS (Sistem Informasi Manajemen ASN).  

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Uji Coba CWS di Kementerian BUMN 2024 
 

Tahapan Kegiatan Utama Waktu Pelaksanaan 

Survey Wellbeing-1 Penyebaran kuesioner kepada 

seluruh pegawai 
16 – 20 Februari 2024 

Analisis Hasil Survey & 

Wawancara 

Analisis hasil survey dan in-depth 

interview kepada Eselon II dan III 
21 – 23 Februari 2024 
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Paparan  Paparan hasil kuesioner dan hasil 

wawancara 
26 Februari – 1 Maret 2024 

Koordinasi Penyusunan Penyusunan peraturan hukum dan 

persiapan flow pengajuan pada 

sistem informasi 

4 Maret – 30 April 2024 

Finalisasi Kebijakan Finalisasi ketentuan dan 

Pembangunan sistem informasi 

(masih dilakukan penyesuaian 

oleh Eselon II) 

1 – 15 Mei 2024 

Sosialisasi Kebijakan Sosialisasi dan guidelines 

penerapan CWS kepada pegawai 
16 – 22 Mei 2024 

Piloting Uji Coba Pelaksanaan CWS  27 Mei – 26 Juli 2024 

Evaluasi Evaluasi dan Survey Pasca 

Piloting 
Agustus - September 

 

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025) dari Paparan Evaluasi Uji Coba CWS oleh Biro POK Kementerian 
BUMN, November 2024. 

 

Berdasarkan hasil evaluasi awal, sebagian besar peserta menilai 

penerapan CWS mampu meningkatkan efisiensi waktu kerja, fokus, dan 

keseimbangan kehidupan pribadi. Namun, masih ditemukan sejumlah 

tantangan seperti variasi beban kerja antarunit, keterbatasan sistem digital 

dalam pemantauan kinerja, serta koordinasi lintas-unit yang belum optimal. Uji 

coba CWS berakhir pada September 2024 dan tidak diperpanjang pada tahun 

berikutnya, seiring dengan evaluasi kebijakan internal dan rencana 

restrukturisasi kelembagaan di Kementerian BUMN. Setahun kemudian, pada 

Oktober 2025, Kementerian BUMN resmi mengalami perubahan struktur dan 

nomenklatur menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP 

BUMN), yang disertai pergantian kepemimpinan serta penyesuaian arah 

kebijakan organisasi. Meskipun perubahan ini terjadi setelah masa uji coba 

berakhir, konteks tersebut tetap relevan untuk memahami dinamika 

penerimaan kebijakan, karena menunjukkan bahwa implementasi CWS 

berlangsung pada periode transisi sebelum restrukturisasi kelembagaan. 

Implementasi uji coba CWS di Kementerian BUMN tidak hanya 

menarik dari sisi kebijakan, tetapi juga dari sisi pengalaman pegawai yang 
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menjalaninya. Respon terhadap kebijakan ini cukup beragam. Salah satu 

testimoni datang dari staf pengelola kepegawaian Kementerian BUMN, yang 

dalam sebuah unggahan resmi Kementerian BUMN menyampaikan bahwa 

menjalani CWS membuatnya merasa lebih sehat secara mental dan fisik karena 

memiliki satu hari tambahan untuk beristirahat serta mengelola urusan pribadi. 

Ia juga menambahkan bahwa ketika kembali bekerja, dirinya merasa lebih 

segar dan produktif dibandingkan dengan hari kerja biasa. Pengalaman ini 

mencerminkan bahwa sistem kerja fleksibel seperti CWS berpotensi 

mendukung kesejahteraan sekaligus produktivitas pegawai, khususnya apabila 

penerapannya disesuaikan dengan konteks kerja dan kebutuhan personal 

(Tempo, 2024). Testimoni tersebut menjadi indikasi awal bahwa persepsi 

pegawai merupakan faktor penting dalam menilai efektivitas kebijakan CWS.  

Dari perspektif kelembagaan, target utama uji coba kebijakan 

Compressed Work Schedule (CWS) di Kementerian BUMN adalah pegawai 

internal, yang terdiri atas ASN fungsional, pejabat struktural eselon, staf 

pendukung di unit-unit deputi, serta tenaga kontrak profesional. Berdasarkan 

struktur organisasi dan peta penugasan internal, mayoritas pegawai di 

kementerian ini menjalankan fungsi koordinatif, perumusan kebijakan, dan 

pengawasan strategis, bukan pelayanan langsung kepada masyarakat. 

Karakteristik tersebut memungkinkan penerapan fleksibilitas waktu kerja 

tanpa mengganggu kinerja pelayanan. Namun demikian, dinamika kerja 

kementerian tetap menuntut ketepatan waktu dan ritme kerja yang tinggi, 

terutama dalam koordinasi lintas instansi dan penyusunan kebijakan. Oleh 

karena itu, persepsi pegawai terhadap kebijakan CWS dapat dipengaruhi oleh 

kesesuaian antara beban kerja, ekspektasi kinerja, dan budaya kerja di 

lingkungan Kementerian.  

Berdasarkan dokumen internal Kementerian BUMN, hasil evaluasi uji 

coba CWS memberikan gambaran kuantitatif mengenai bagaimana pegawai 

memandang dan merespons kebijakan tersebut. Dari 459 pegawai yang 

mengikuti survei, sebanyak 381 pegawai (83%) menyatakan setuju apabila 

CWS diterapkan, dan sekitar 344 pegawai (75%) menilai bahwa kebijakan ini 
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berkontribusi positif terhadap peningkatan employee wellbeing. Meskipun 

mayoritas pegawai menunjukkan dukungan terhadap konsep CWS, tingkat 

pemanfaatan aktual selama masa uji coba tetap terbatas, terdapat sekitar 21 

pegawai (4%) yang pernah mencoba skema tersebut. Temuan ini menunjukkan 

bahwa implementasi CWS di lapangan dipengaruhi oleh dinamika persepsi 

pegawai, kesiapan budaya kerja, serta karakteristik pekerjaan dan beban tugas 

yang melekat pada struktur kerja organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini 

memandang penting untuk mengeksplorasi bagaimana pegawai memaknai 

peluang, tantangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan maupun 

resistensi terhadap kebijakan tersebut. 

Di tingkat yang lebih luas, implementasi sistem kerja fleksibel seperti 

CWS perlu dipahami dalam kerangka reformasi birokrasi yang menekankan 

transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu aspek 

penting dalam reformasi tersebut adalah penerapan sistem penilaian kinerja 

berbasis hasil (results-oriented working system), sebagaimana tertuang dalam 

Laporan Kementerian PAN-RB (2023), bahwa tantangan utama ASN bukan 

lagi sekadar disiplin kehadiran, melainkan kemampuan menyelaraskan hasil 

kerja individual dengan sasaran strategis organisasi. Dalam konteks ini, skema 

CWS dapat menjadi bagian dari upaya transformasi tersebut, selama didukung 

dengan mekanisme pengawasan, indikator kinerja yang jelas, serta penerimaan 

pegawai terhadap pola kerja baru. 

Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia kajian ilmiah yang 

secara sistematis memetakan persepsi dan pengalaman pegawai terhadap uji 

coba Compressed Work Schedule (CWS) di lingkungan Kementerian BUMN. 

Informasi yang ada masih bersifat deskriptif dan lebih banyak disampaikan 

melalui publikasi media sosial atau pemberitaan informal, sehingga belum 

mencerminkan dinamika implementasi secara menyeluruh. Padahal, persepsi 

pegawai sebagai pelaksana langsung kebijakan memegang peran penting 

dalam menentukan keberhasilan suatu perubahan organisasi. Menurut Wibowo 

(2016), persepsi merupakan proses di mana individu menyeleksi, 

mengorganisasi, dan menginterpretasikan stimulus dari lingkungannya 
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sehingga terbentuk makna tertentu yang pada akhirnya memengaruhi sikap dan 

perilaku kerja. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan CWS, persepsi 

pegawai menjadi indikator kunci dalam memahami tingkat penerimaan, 

resistensi, maupun keterlibatan aktif dalam pelaksanaan kebijakan. 

Parker & Grote (2020) menjelaskan bahwa dari perspektif humanistik, 

sistem kerja tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen pencapaian 

target organisasi, melainkan juga sebagai ruang aktualisasi diri, keseimbangan 

psikologis, serta penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam dunia 

kerja. Dalam kerangka human-centered work design, sistem dan kebijakan 

kerja seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan psikologis, 

sosial, dan profesional individu agar tercipta lingkungan kerja yang sehat dan 

bermakna. Parker & Grote (2020) menegaskan bahwa perancangan kerja yang 

berpusat pada manusia (human-centered work design) menekankan 

keseimbangan antara efisiensi organisasi dan kesejahteraan pegawai. 

Pendekatan ini mendorong organisasi untuk tidak hanya memfokuskan diri 

pada produktivitas dan teknologi, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor 

seperti rasa otonomi, makna pekerjaan, dukungan sosial, serta kesempatan bagi 

karyawan untuk berkembang. Dalam konteks tersebut, kebijakan seperti 

Compressed Work Schedule (CWS) dapat dipahami sebagai bagian dari upaya 

menciptakan desain kerja yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada 

kesejahteraan pegawai. Dengan demikian, penerapan CWS di Kementerian 

BUMN tidak hanya relevan sebagai inovasi dalam efisiensi jam kerja, tetapi 

juga sebagai bentuk konkret penerapan prinsip human-centered work design 

dalam reformasi birokrasi yang menempatkan manusia sebagai inti dari proses 

transformasi organisasi. 

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa fleksibilitas 

kerja berpengaruh positif terhadap kesejahteraan dan produktivitas pegawai, 

termasuk di sektor publik. Pratiwi & Wartini (2025) menyatakan bahwa 

pengaturan kerja fleksibel berpotensi meningkatkan work-life balance dan 

produktivitas apabila disertai dengan sistem evaluasi yang berbasis hasil. 

Sementara itu, Fadhila & Wicaksana (2020) menekankan pentingnya dukungan 
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teknologi dan pengawasan kinerja yang objektif untuk memastikan 

keberhasilan kebijakan fleksibilitas kerja di lingkungan ASN. Hasil-hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja tidak hanya berdampak 

pada efisiensi, tetapi juga pada kesejahteraan dan motivasi pegawai. Namun, 

belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Compressed 

Work Schedule (CWS) sebagai bagian dari program employee wellbeing di 

lingkungan Kementerian BUMN. Sebagian besar studi sebelumnya masih 

menempatkan fleksibilitas kerja sebagai konsep umum, bukan dalam bentuk 

spesifik seperti CWS yang memiliki mekanisme dan ketentuan tersendiri. 

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini dilakukan untuk 

mengeksplorasi persepsi dan pengalaman pegawai terhadap kebijakan kerja 

empat hari (Compressed Work Schedule atau CWS) yang pernah diuji coba di 

Kementerian BUMN. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pegawai 

memaknai peluang, tantangan, serta kesesuaian kebijakan ini dengan beban 

kerja dan budaya organisasi. Meskipun program CWS telah dihentikan, 

pandangan pegawai sebagai pelaksana langsung kebijakan tetap menjadi faktor 

kunci dalam memahami dinamika perubahan sistem kerja di birokrasi modern. 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, penelitian ini 

berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai pengalaman 

tersebut, sekaligus menyumbang perspektif empiris bagi pengembangan 

kebijakan kerja fleksibel yang lebih kontekstual dan humanistik di sektor 

publik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya diharapkan 

memperkaya kajian akademik mengenai kebijakan kerja fleksibel, tetapi juga 

memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan kerja fleksibel 

yang lebih kontekstual dan humanistik di sektor publik Indonesia.  

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi pegawai terhadap kebijakan Compressed Work 

Schedule (CWS) di Kementerian BUMN? 
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2. Apa saja peluang dan tantangan terhadap pelaksanaan kebijakan CWS 

di Kementerian BUMN? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis persepsi pegawai terhadap kebijakan Compressed Work 

Schedule (CWS) di Kementerian BUMN. 

2. Mengidentifikasi peluang dan tantangan terhadap pelaksanaan 

kebijakan CWS di Kementerian BUMN. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan praktik pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik, 

baik dari sisi akademik maupun praktis. 

1. Manfaat Akademik 

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di 

bidang manajemen sumber daya manusia sektor publik, khususnya terkait 

praktik kerja fleksibel dan persepsi pegawai terhadap perubahan kebijakan 

organisasi. Melalui pendekatan kualitatif eksploratif, studi ini memberikan 

kontribusi empiris dalam memahami pelaksanaan Compressed Work 

Schedule (CWS) yang masih relatif baru dan jarang diteliti dalam konteks 

birokrasi Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan 

bagi pengembangan teori tentang persepsi organisasi, reformasi birokrasi, 

serta desain kerja berorientasi manusia (human-centered work design) dan 

kesejahteraan pegawai (employee wellbeing). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi (Kementerian BUMN) 

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan uji 

coba kebijakan empat hari kerja yang telah diterapkan. Hasil penelitian 

diharapkan membantu instansi memahami persepsi pegawai secara 

lebih komprehensif, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang 

muncul selama pelaksanaan kebijakan. Temuan penelitian ini dapat 
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digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan kerja fleksibel yang 

lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kesejahteraan pegawai. 

b. Bagi Pegawai 

Penelitian ini merepresentasikan pengalaman dan pandangan pegawai 

terhadap kebijakan Compressed Work Schedule. Pemahaman tersebut 

diharapkan membuka ruang dialog partisipatif dalam proses perumusan 

kebijakan internal, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang 

lebih adaptif, sehat, dan selaras dengan keseimbangan kehidupan kerja. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan dengan 

pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antarinstansi untuk 

menguji hubungan antara persepsi, kesejahteraan, dan produktivitas 

pegawai. Selain itu, hasil penelitian ini juga membuka peluang 

pengembangan instrumen pengukuran persepsi terhadap kebijakan 

kerja fleksibel di sektor publik  Indonesia. 
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap Paparan Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Uji Coba Compressed Work Schedule (CWS) Tahun 2024 serta 

hasil wawancara dengan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, 

khususnya Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian (POK), penelitian 

ini menyimpulkan bahwa kebijakan CWS telah diimplementasikan secara 

terstruktur dan menunjukkan capaian positif pada tahap uji coba (pilot project). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem kerja CWS 

tidak menurunkan produktivitas pegawai, melainkan mendorong perubahan 

pola kerja yang lebih berorientasi pada hasil (output-oriented). Pegawai yang 

mengikuti maupun yang memahami kebijakan ini menilai bahwa pengaturan 

waktu kerja yang lebih fleksibel mendorong fokus kerja, efisiensi penyelesaian 

tugas, serta peningkatan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan 

pribadi. 

Sistem SIMANIS (Sistem Informasi Manajemen ASN) berperan 

penting sebagai instrumen pendukung kebijakan CWS, terutama dalam proses 

pengajuan, verifikasi, dan pemantauan pelaksanaan program. Namun 

demikian, penelitian menemukan bahwa efektivitas sistem tersebut masih 

dibatasi oleh prosedur persetujuan yang berlapis serta perbedaan mekanisme 

teknis antarunit kerja, sehingga belum sepenuhnya mendorong peningkatan 

partisipasi pegawai secara luas. 

Hasil analisis paparan evaluasi pelaksanaan uji coba CWS 

menunjukkan bahwa tingkat penerimaan terhadap kebijakan CWS tergolong 

tinggi, ditunjukkan oleh persentase pegawai yang menyatakan setuju dan 

merasakan dampak positif terhadap kesejahteraan. Akan tetapi, tingkat 

partisipasi aktual masih rendah pada tahap uji coba. Temuan ini 

mengindikasikan adanya kesenjangan antara penerimaan kebijakan dan 

kesiapan struktural dalam implementasinya. 
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Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa resistensi terhadap 

CWS bersifat terbatas dan kontekstual, terutama pada unit kerja dengan 

karakteristik pelayanan langsung dan ketergantungan terhadap kehadiran fisik. 

Resistensi tersebut tidak mencerminkan penolakan terhadap kebijakan secara 

substansial, melainkan menunjukkan kebutuhan penyesuaian teknis kebijakan 

sesuai dengan karakteristik beban kerja masing-masing unit. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan 

CWS di Kementerian BUMN dapat dikategorikan berhasil pada tahap awal 

implementasi, dengan catatan bahwa keberlanjutan dan perluasan kebijakan 

sangat bergantung pada penguatan dukungan struktural, optimalisasi sistem 

digital, serta penyesuaian kebijakan teknis yang adaptif terhadap variasi fungsi 

unit kerja. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut disampaikan beberapa 

saran yang bersifat implementatif dan dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian 

BUMN maupun pihak terkait. 

Pertama, Kementerian BUMN perlu memperjelas dan memperkuat 

aspek kelembagaan kebijakan CWS melalui penyusunan regulasi internal yang 

lebih operasional. Penguatan kelembagaan ini tidak berarti melakukan 

perombakan struktur organisasi, melainkan menetapkan pedoman teknis 

pelaksanaan CWS yang mengatur secara rinci kriteria peserta, alur persetujuan, 

peran atasan langsung, serta keterkaitan CWS dengan sistem penilaian kinerja. 

Pedoman tersebut penting untuk mengurangi perbedaan interpretasi antarunit 

kerja dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan kebijakan. 

Kedua, untuk meningkatkan partisipasi pegawai, Kementerian BUMN 

disarankan melakukan penyederhanaan prosedur pengajuan CWS melalui 

optimalisasi sistem SIMANIS. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan 

memangkas tahapan persetujuan yang tidak esensial, memperjelas indikator 

kelayakan peserta, serta memanfaatkan fitur digital seperti notifikasi otomatis 

dan pemantauan status pengajuan secara real-time. Dengan demikian, 
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SIMANIS tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai 

sistem pendukung keputusan yang mendorong partisipasi pegawai. 

Ketiga, Kementerian BUMN perlu menerapkan kebijakan CWS secara 

fleksibel dengan mempertimbangkan karakteristik dan beban kerja masing-

masing unit. Unit kerja dengan fungsi pelayanan langsung dapat diberikan 

alternatif skema CWS atau pengaturan waktu kerja yang berbeda tanpa 

mengurangi kualitas layanan. Penyesuaian teknis ini penting agar kebijakan 

CWS tetap menjunjung prinsip keadilan organisasi sekaligus menjaga 

efektivitas pelaksanaan tugas. 

Keempat, evaluasi pelaksanaan CWS perlu dilakukan secara 

berkelanjutan dan berbasis data, tidak hanya pada aspek produktivitas, tetapi 

juga pada dampaknya terhadap kesejahteraan pegawai dalam jangka menengah 

dan panjang. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan kebijakan lanjutan, seperti penguatan sistem kerja berbasis 

output, pemberian fleksibilitas kerja tambahan, atau integrasi CWS dengan 

kebijakan kerja hybrid pada unit tertentu. 

Terakhir, Kementerian BUMN dapat memanfaatkan hasil evaluasi dan 

praktik baik pelaksanaan CWS sebagai referensi bagi instansi pemerintah lain 

dalam mengembangkan sistem kerja fleksibel di sektor publik. Dengan 

dokumentasi kebijakan yang jelas dan hasil evaluasi yang terukur, CWS 

berpotensi menjadi salah satu model inovasi kerja ASN yang mendukung 

agenda reformasi birokrasi secara nasional. 
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